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ABSTRACT

Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF) is a new policy in the
budgeting system in Indonesia. The objectives of an MTEF are linking the policy
planning to budgeting, maintaining fiscal discipline, increasing the prediction, and
improving the sectional budget allocation.

The policy implementation is a crucial step in the process of public policy.
A policy program should be implemented so it can achieve the impacts or goals
desired by the policymakers. As a new policy, the implementation of MTEF is an
important stage. To identify the level of MTEF accomplishment, we need to
evaluate the policy implementation. Such evaluation may be completed by
analyzing the influencing factors to the MTEF implementation. By using the
theory of implementation approach by Edward Ill, there are four factors or
variables to be analyzed, which are the factors of communication, resources, the
tendency of implementer, and structure of bureaucracy. The method of analysis
in this research is descriptive-quantitative, which evaluates the determination of
each factor/variable, determines the frequency distribution of each variable, and
counts the indicators mean value of each variable, then describe it qualitatively.
The objects of this research are officers involved in planning and budgeting at
Directorate General of Human Rights Protection.

After analyzing the result of this research, observing the budgetary
documents which include the medium term expenditure framework (expanded
forecasting) at Directorate General of Human Rights Protection, and studying the
regulations in relations with the policy of medium term expenditure framework, it

v
Studi persepsi..., Naniek Pangestuti, FISIP Ul, 2008



may be concluded as follow: The result of the research on all indicators of
influencing factors to the MTEF implementation may be summed up as follow:
The factor of communication has an insufficient value so it could not support the
implementation of medium term expenditure framework at Directorate General of
Human Rights Protection. The factor of resources at Directorate General of
Human Rights Protection has an insufficient value so it could not support the
implementation of medium term expenditure framework, except the indicator of
accessible facilities such as the suitable room and the fully equipped computer
that can access the internet faster, but it is not supported by three other
indicators. The support of factor of implementer tendency generally has sufficient
value, but it is not supported by the change of paradigm so this factor does not
support the implementation of medium term expenditure framework. The support
of factor of bureaucracy structure with indicator of organization structure and
indicator of work and authority division are sufficient, while the indicator of
operational procedure and indicator of inter-organization communication are still
insufficient.

The policy of medium term expenditure framework has not been well
implemented yet in budgeting process at Directorate General of Human Rights
Protection. The supporting indicators have not achieved the pre-requisite
condition yet.

The efforts to increase the support of influencing factors to the
implementation of medium term expenditure policy still focus more on the factor
of communication than other factors. Since the factor of communication has more
influence to the implementation of medium term expenditure framework than
other factors.

Based on the analysis result described above, it can be concluded that
the policy of MTEF has not been well implemented yet at Directorate General of
Human Rights Protection, since the constraints of influencing factors to MTEF
implementation are still found.

Subsequently, to accomplish the MTEF implementation more
successfully, it needs some improvements to all its supporting factors. It is
recommended to continue the socialization and MTEF trainings to improve the
human resources quality, increase the budget allocation to make MTEF, provide
the facilities which enable the implementer in accessing essential information and
references, and strengthen the MTEF position by requiring the MTEF discussion
together with other government institutions in the same way as the discussion for
annual budget.
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ABSTRAK

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan
kebijakan baru dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dengan
penganggaran, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan prediksi dan memperbaiki
alokasi dana sektoral.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai
kebijakan baru, tahap implementasi KPJM merupakan tahap yang penting. Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM, perlu dilakukan evaluasi
terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM. Dengan
menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards 1ll, ada empat faktor
atau variabel yang dianalisis vyaitu faktor komunikasi, sumber daya,
kecenderungan aparat pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode analisis dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif yaitu mengukur distribusi
frekuensi semua variabel dan menghitung besaran nilai rata-rata tertimbang dari
indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif,
serta menghitung nilai regresi dan korelasi. Sedangkan obyek penelitian adalah
para perencana dan penyusun anggaran di Direktorat Jenderal Perlindungan
HAM.

Setelah dilakukan analisia terhadap hasil penelitian, mengamati langsung
dokumen-dokumen anggaran yang memuat kerangka pengeluaran jangka
menengah (prakiraan maju) Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, dan
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mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan kerangka
pengeluaran jangka menengah, dapat diambil beberapa kesimpulan hasil
penelitian setiap indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
KPJM dapat diringkas sebagai berikut : Faktor komunikasi mempunyai nilai
kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka
pengeluaran jangka menengah pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
Faktor sumber-sumber pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM bernilai
kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka
pengeluaran jangka menengah, kecuali indikator tersedianya fasilitas vyaitu
tersedianya ruangan yang layak dan kelengkapan komputer yang mampu
mengakses internet dengan cepat, namun tidak didukung tiga indikator yang lain.
Dukungan faktor kecenderungan sikap aparat pelaksana pada umumnya bernilai
cukup, namun tidak didukung oleh perubahan paradigma sehingga tidak
mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah

Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah belum dapat
diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan anggaran di pada Direktorat
Jenderal Perlindungan HAM. Masih terdapat beberapa indikator pendukung yang
belum mencapai kondisi yang disyaratkan.

Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor-faktor yang mempengarubhi
implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, faktor sumber
daya perlu lebih diperhatikan dibanding faktor yang lain. Hal ini disebabkan faktor
komunikasi mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi
implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah dibanding faktor-faktor
yang lain.

Selanjutnya, agar implementasi KPJM lebih berhasil perlu dilakukan
perbaikan pada berbagai faktor pendukungnya. Karena itu disarankan untuk
terus dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penyusunan KPJM untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran
untuk penyusunan KPJM, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat
memudahkan aparat pelaksana dalam mengakses informasi dan referensi yang
diperlukan, dan memperkuat kedudukan KPJM dengan mengharuskan
diadakannya pembahasan KPJM bersama instansi-instansi terkait sebagaimana
anggaran tahunan.
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